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Hukum selalu hadir langsung dalam masyarakat, berkaitan dengan dunia kerja 
yang diatur melalui perjanjian hubungan kerja. Masuknya masalah outsourcing 
dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian 
global dan kemajuan teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya 
persaingan usaha yang begitu ketat. Keadaan tersebut menuntut dunia usaha untuk 
menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon yang cepat dan 
fleksible. ketika dalam prakteknya perjanjian outsourcing tersebut terdapat 
ketidaksesuaian dengan Undang-Undang ketenagakerjaan atau adanya 
penyimpangan dari ketentuan yangbelaku, sehingga adanya hak dan kewajiban 
pekerja yang menjadi terabaikan. Maka dari itu perlunya suatu tinjauan yuridis 
untuk menganalisis perjanjian tersebut apakah telah sesuai dengan yang 
dipersyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 
sesungguhnya mengenai praktek pelaksanaan hubungan kerja antara pemberi 
kerja dan penerima kerja dalam hal outsourcing dalam UU No. 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakejaan 
 
Kata Kunci: perjanjian, perlindungan, outsourcing 
 
Abstract  
The law is always present directly in the community, relating to the world of work 
which is regulated through work relationship agreements. The entry of the 
problem of outsourcing in the Manpower Act is influenced by global economic 
conditions and technological advances that are so fast carrying the impact of the 
emergence of intense business competition. This situation requires the business 
world to adjust to market demands that require a fast and flexible response. when 
in practice the outsourcing agreement is incompatible with the labor law or there 
is a deviation from the applicable provisions, so that the rights and obligations of 
workers are neglected. Therefore the need for a juridical review to analyze the 
agreement is in accordance with what is required in the provisions of Law number 
13 of 2003 concerning employment. This study aims to obtain a true picture of the 
practice of implementing work relationships between employers and work 
recipients in terms of outsourcing in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. 
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1. PENDAHULUAN  
Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 mengenal bentuk perjanjian 
penyerahan pelaksanaan pekejaan kepada perusahaan lain. kegiatan ini disebut 
dengan outsourcing. Definisi mengenai outsourcing adalah pendelegasian operasi 
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dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan 
penyedia jasa outsourcing). Perjanjian kerja outsourcing yang diatur dalam pasal 
64 sampai dengan pasal 68 dalam undang-undang tersebut.   
Masuknya masalah outsourcing dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan 
dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan kemajuan teknologi yang 
demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat. 
Keadaan tersebut menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan 
pasar yang memerlukan respon yang cepat dan fleksible. Untuk itu diperlukan 
suatu perubahan structural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang 
managemen sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien dan produktif (Hartono, 
1994). Namun masalah muncul ketika dalam prakteknya outsourcing pekerjaan 
tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang ketenagakerjaan atau 
adanya penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 64 sampai dengan 
Pasal 66 undang-undang tersebut, sehingga adanya hak dan kewajiban pekerja 
yang menjadi terabaikan. Maka dari itu perlunya suatu tinjauan yuridis untuk 
menganalisis perjanjian tersebut apakah telah sesuai dengan yang dipersyaratkan 
dalam ketentuan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
Oleh karenanya, setiap perjanjian Outsourcing haruslah sesuai dengan undang-
undang tersebut agar perjanjiannya menjadi sah dan tidak batal demi hukum.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontruksi hukum 
dari perjanjian outsourcing antara PT Rokok Kudus dan PT ISS Indonesia dan 
bagaimana perlindungan hukum dari pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja 
outsourcing antara PT Rokok Kudus dan PT ISS Indonesia? 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk memperoleh 
gambaran yang sesungguhnya mengenai praktek pelaksanaan hubungan kerja 
antara pemberi kerja dan penerima kerja dalam hal outsourcing dalam UU No. 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakejaan 
Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat teoritis yakni 
menambah pengetahuan serta menjadi suatu kontribusi ilmiah mengenai Tinjauan 
Yuridis Perjanjian kerja Outsourcing antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dan 
Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003, dan manfaat teoritis yaitu dapat menjadi sumber atau masukan bagi peneliti 
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lainnya dalam mengembangkan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Perjanjian 
kerja Outsourcing antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dan Perusahaan Penyedia 
Tenaga kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. 
 
2. METODE 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. 
Metode untuk menentukan jenis penelitian ini dengan metode deskriptif. Sumber 
data yang diperoleh adalah dengan Studi Kepustakaan. Data kepustakaan yang 
diperoleh oleh penulis ini diambil melalui penelitian secara kepustakaan yang 
terdiri dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan publikasi. Studi 
kepustakaan tersebut dilakukan dengan cara pengumpulan data, membaca dengan 
mempelajari literature-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan 
diteliti. Dianalisa menggunakan logika deduktif untuk mengambil kesimpulan dari 
hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. Kemudian data tersebut 
dianalisis secara kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan maka di dapat hasil 
sebagai berikut: 
3.1 Kontruksi hukum dari perjanjian outsourcing antara PT Rokok Kudus 
dan PT ISS Indonesia 
3.1.1 Subjek Perjanjian dalam Akta Perjanjian Outsourcing antara Pabrik Rokok 
dan PT ISS Indonesia 
Dalam KUH Perdata pasal 1601 b menentukan bahwa perjanjian outsourcing 
adalah perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan diri untuk 
menyelenggarakan suatu pekerjaan pihak lain  dengan menerima suatu harga yang 
ditentukan. Dimana di dalam isi Perjanjian disebutkan bahwa Perjanjian 
ditandatangani oleh para pihak antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak 
pertama merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Industri Rokok 
yang berdomisili di Kudus, Jawa Tengah. Pihak Kedua yaitu PT. ISS. 
INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan 
hukum dan peraturan perundang-undanga Negara Republik Indonesia, 
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berkedudukan di Taggerang Selatan dan beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Blok J 
No.3, Bintaro Jaya Sektor 9, 15229 dalam hal ini diwakili oleh Elisa 
Lumbantoruan dan Benny Julius Joesoep bertindak dalam kepastiannya masing-
masing selaku Presiden Direktur dan Direktur. PT.ISS.INDONESIA sebagai 
Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha jasa kebersihan (Cleaning 
Service) 
3.1.2 Objek Perjanjian dalam Akta Perjanjian Outsourcing antara Pabrik Rokok 
dan PT ISS Indonesia 
Objek Perjanjian atau disebut dengan istilah Prestasi. Yang dimaksudkan dengan 
Prestasi adalah hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian. Sedangkan di 
dalam isi Perjanjian disebutkan Para pihak setuju untuk mengikatkan diri 
membuat perjanjian kerjasama penyediaan jasa kebersihan dimana pihak kedua 
menyerahkantenaga kerja untuk pihak pertama dari perbandingan tersebut, suatu 
Prestasi yang dimaksudkan di dalam penjelasan Norma dan Doktrin adalah 
Penyediaan Jasa Kebersihan yang ada di dalam isi Perjanjian. Penyediaan Jasa 
Kebersihan menjadi suatu Prestasi yang harus dipenuhi atau diberikan oleh Pihak 
Kedua kepada Pihak Pertama dalam bentuk Tenaga Kerja. 
3.1.3 Hak dan Kewajiban Pokok Para Pihak 
Sebagai imbalan atas jasa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua, Pihak 
Pertama menyetujui untuk membayar jasa pekerjaan tersebut sebagai berikut: 
Harga jasa untuk pekerjaan Cleaning Service total sebesar Rp.Xxx,- perbulan, 
belum termasuk PPN 10% dan sudah termasuk, THR, BPJS Ketenagakerjaan dan 
kesehatan dan komponen lainnya sesuai peraturan Ketengakerjaan yang berlaku 
dan peralatan kerja. Harga tersebut sudah termasuk pekerjaan pembersihan kaca 
baik luar maupun dalam gedung, pencucian sofa, kursi serta karpet secara periodik 
sesuai jadwa. Harga tersebut tidak termasuk tissue toilet. Seragam yang digunakan 
adalah :”ISS Global Uniform 
Apabila Pihak Pertama membutuhkan Pihak Kedua untuk membersihkan 
area di luar dari ruang lingkup kerja berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka 
Pihak Pertama menyetujui untuk membayar Pihak Kedua pada waktu pekerjaan 
tersebut dilaksanakan dan akan dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan yang 
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merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian 
Kerjasama ini. 
Bahwa Hubungan Para Pihak  dalam Perjanjian outsoucing tersebut telah 
diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, yaitu: (2) Penyedia Jasa Pekerja/Buruh untuk kegiatan Jasa 
Penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses 
produksi. Di sebutkan juga dalam Pasal 1457 KUH Perdata bahwa jual beli dalam 
hal ini yaitu Perjanjian Kerjasama, merupakan suatu bentuk persetujuan yang 
dilakukan para Pihak dengan Pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu kebendaan atau prestasi, sementara Pihak lainnya untuk 
membayar harga yang telah dijanjiakan. Di dalam isi Perjanjian di sebutkan dalam 
Pasal 3 yaitu Harga Jasa dan Pembayaran. 
Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa dalam KUHPerdata 
menyebutkan bahwa Para Pihak wajib dan berhak atas suatu Prestasi yang timbul 
dari suatu Perjanjian dan isi Perjanjian juga menyebutkan bentuk dari hak dan 
kewajiban tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 3 yaitu Harga Jasa dan Pembayaran. 
Dalam Pasal 3 tersebut jelas menyebutkan Harga Jasa dan Pembayaran yang harus 
dipenuhi oleh para pihak dalam Perjanjian. 
3.2 Perlindungan hukum dari pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja 
outsourcing antara PT Rokok Kudus dan PT ISS Indonesia 
3.2.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Outsourcing  (selain hak 
dan kewajiban pokok) 
Di dalam Pasal 1457 KUH Perdata disebutkan bahwa jual beli dalam hal ini yaitu 
Perjanjian Kerjasama, merupakan suatu bentuk persetujuan yang dilakukan para 
Pihak dengan Pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 
kebendaan atau prestasi, sementara Pihak lainnya untuk membayar harga yang 
telah dijanjikan (Asyhadie,2018).  
Selain itu terdapat hak dan kewajiban diluar hak dan kewajiban pokok 
yang harus dipenuhi. Perlindungan usaha dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja 
maupun perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia 
jasa pekerja atau buruh. Perlindungan upah dan kesejhateraan, syarat-syarat kerja 
maupun penyelesaian perselisihan antara penyedia jasa tenaga kerja dengan 
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pekerja atau buruh harus sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku.  Pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja 
atau buruh memperoleh hak yang sama sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan 
kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul dengan pekerja 
atau buruh lainnya di perusahaan pengguna jasa pekerja atau buruh (Julianti, 2015). 
Pasal 4  
Standar Kecakapan Kerja 
1) Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan kebersihan dengan tata cara dan 
peraturan yang ditetapkan, tidak menimbulkan kegaduhan akibat pekerjaan 
dan mempunyai jadwal kerja untuk semua tugas/ruang lingkup pekerjaan. 
2) Pihak Kedua tidak diperkenankan melibatkan/mearik Pihak Ketiga ke dalam 
Perjanjian Kerjasama ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, namun 
Pihak Kedua diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh 
pekerjaan kepada Afiliasi Pihak Kedua tanpa mengurangi kualitas jasa yang 
diberikan. 
Pasal 6  
Tanggung Jawab Pihak Kedua 
Pihak Kedua dalam segala aktivitasnya dan alam melaksanakan pekerjaan 
berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini tidak akan memperkerjakan anak usia 
dibawah umur dengan mengacu kepada konvensi ILO No. 138 tanggal 26 Juni 
1973 Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkannya bekerja yang telah 
disahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 1999 serta 
mematuhi Etika Bekerja (Code Of Conduct) 
Pasal 7  
Jaminan Para Pihak 
1) Masing-masing Pihak akan memenuhi seluruh ketentuan dan syarat-syarat 
yang tercantum dalam Perjanjian ini ang telah disepakati oleh masing-masing 
Pihak, seperti menyediakan 1 (satu) ruangan yang dapat dipergunakan oleh 
Pihak Kedua sebagai tempat menyimpan peralatan kerja serta bahan-bahan 
pembersih yang berkaitan dengan tugas Pihak Kedua juga pemakaian telepon 
yang terbatas (untuk keadaan penting saja) 
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2) Pihak Pertama berhak untuk menolak pemakaian fasilitas-fasilitas 
sebagaimana disebutkan diatas, apabila tenaga kerja Pihak Kedua terbukti 
menyalahgunakan fasilitas tersebut. 
Bahwa Hubungan Para Pihak  dalam Perjanjian outsoucing tersebut telah 
diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, yaitu: (2) Penyedia Jasa Pekerja/Buruh untuk kegiatan Jasa 
Penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses 
produksi. Di sebutkan juga dalam Pasal 1457 KUH Perdata bahwa jual beli dalam 
hal ini yaitu Perjanjian Kerjasama, merupakan suatu bentuk persetujuan yang 
dilakukan para Pihak dengan Pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu kebendaan atau prestasi, sementara Pihak lainnya untuk 
membayar harga yang telah dijanjiakan. Di dalam isi Perjanjian di sebutkan dalam 
Pasal 4 yaitu Standar Kecakapan Kerja, Pasal 6 yaitu Tanggungjawab Pihak 
Kedua, dan Pasal 7 Jaminan Para Pihak. 
Dari perbandingan diatas dapat dilihat bahwa dalam KUHPerdata 
menyebutkan bahwa Para Pihak wajib dan berhak atas suatu Prestasi yang timbul 
dari suatu Perjanjian. Terdapat pula perlindungan usaha dan kesejahteraan, syarat-
syarat kerja maupun perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan 
penyedia jasa pekerja atau buruh. Perlindungan upah dan kesejhateraan, syarat-
syarat kerja maupun penyelesaian perselisihan antara penyedia jasa tenaga kerja 
dengan pekerja atau buruh harus sesuai dengan peraturan perundang -undangan 
yang berlaku.  Pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa 
pekerja atau buruh memperoleh hak yang sama sesuai dengan perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan 
kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul dengan pekerja 
atau buruh lainnya di perusahaan pengguna jasa pekerja atau buruh (Julianti, 2015). 
dan isi Perjanjian juga menyebutkan bentuk dari hak dan kewajiban yang bukan 
pokok yaitu terdapat pada pasal 4 tentang Standar Kecakapan Kerja dimana dalam 
pasal ini menyebutkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tenaga Kerja, lalu 
pada pasal 6 tentang Tanggungjawab Pihak Kedua dan pasal 7 tentang Jaminan 
Para Pihak,dimana dalam Pasal ini menyebutkan hak-hak dari Para Pihak. 
3.2.2 Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 
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Pasal 12 
 Pengakhiran Perjanjian 
1) Pihak pertama dapat memberi teguran sebanyak tiga kali dengan alasan yang 
jelas untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dan atau memperbaiki 
kinerjanya karena atas kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua apabila terbukti 
tidak atau belum melaksanakan dan atau melaksanakan sebagian isi Perjanjian 
Kerjasama. 
Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama apabila Pihak 
Pertama melalaikan kewajiban sesuai Pasal 3 pada perjanjian ini, Pihak Pertama 
wajib membayar biaya-biaya yang belum selesai proses pembayarannya termasuk 
tidak terbatas pada harga jasa termasuk PPN atas pekerjaan yang telah 
diselesaikan oleh Pihak Kedua dan biaya kerugian yang timbul akibat dari 
kelalaian Pihak Pertama. Dan apabila Pihak Pertama terbukti memperkerjakan 
tenaga kerjaj Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga tanpa sepengetahuan dan 
persetujuan Pihak Kedua. 
Menurut J. Satrio, Wanprestasi adalah “suatu keadaan dimana debitur 
tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan 
kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Yahya Harahap menyatakan 
bahwa Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada 
waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan 
keharusan bagi para debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi 
(schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak 
yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sedangkan menurut 
Podjodikoro, Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini 
berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. 
Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk 
prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi (Asyihadie, 
2018).  
Dalam isi Perjanjian disebutkan, apabila Pihak pertama dapat memberi 
teguran sebanyak tiga kali dengan alasan yang jelas untuk melaksanakan 
Perjanjian Kerjasama ini dan atau memperbaiki kinerjanya karena atas kesalahan 
atau kelalaian Pihak Kedua apabila terbukti tidak atau belum melaksanakan dan 
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atau melaksanakan sebagian isi Perjanjian Kerjasama. Dan Pihak Kedua dapat 
mengakhiri Perjanjian Kerjasama apabila Pihak Pertama melalaikan kewajiban 
sesuai Pasal 3 pada perjanjian ini, Pihak Pertama wajib membayar biaya-biaya 
yang belum selesai proses pembayarannya termasuk tidak terbatas pada harga jasa 
termasuk PPN atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua dan biaya 
kerugian yang timbul akibat dari kelalaian Pihak Pertama. Dan apabila Pihak 
Pertama terbukti memperkerjakan tenaga kerja Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga 
tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pihak Kedua 
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 
Kontruksi hukum dari perjanjian outsourcing antara PT Rokok Kudus dan PT ISS 
Indonesia adalah Perjanjian Perburuhan, karena: 
Pengaturan tentang aspek subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban 
pokok, wanprestasi dalam perjanjian Outsourcing antara PT Rokok Kudus dan PT 
ISS Indonesia telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1601 b, Pasal 1131, 
Pasal 1132, Pasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) Undang-
Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Perlindungan hukum dari pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja 
outsourcing antara PT Rokok Kudus dan PT ISS Indonesia yang meliputi aspek: 
(a) Hak dan Kewajiban Para Pihak Selain yang Pokok sesuai dengan dengan 
ketentuan dalam Pasal 1457 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak dan kewajiban para pihak selain yang pokok 
yaitu terdapat pada Pasal 4 “Standar Kecakapan Kerja”, Pasal 6 “Tanggung Jawab 
Pihak Kedua”, dan Pasal 7 “Jaminan Para Pihak” dalam perjanjian Outsourcing 
antara PT Industri Rokok dan PT ISS Indonesia. (b) Wanprestasi dan Akibat 
Hukumnya yaitu Bentuk wanpestasi dalam perjanjian outsourcing terdapat pada 
Pasal 12 berupa kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua apabila terbukti tidak atau 
belum melaksanakan dan atau melaksanakan sebagian kewajiban dalam isi 
Perjanjian Kerjasama., sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata, pasal 1267 KUH 
Perdata, Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 181 ayat (1) dan sesuai dengan 
pendapat ahli yaitu Menurut J. Satrio, Yahya Harahap dan Podjodikoro. Akibat 
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Hukum dari Wanprestasi tersebut adalah pengakhiran perjanjian dan pembayaran 
ganti kerugian atau biaya-biaya lain yang belum selesai. 
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